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M
enurut data Badan Pusat 
Statistik, data pertumbu-
han ekonomi yang terse-

dia sampai saat ini adalah data 
2018. Berdasarkan data tersebut 
sepuluh besar pertumbuhan 
ekonomi tertinggi, adalah Kota 
Semarang (6,52), Kabup aten 
Banyumas (6,45), Kabupaten 
Karanganyar (5,98), Kota Tegal 
(5,92), Kabupaten Grobogan 
(5,91), Kabupaten Rembang 
(5,90), Kabupaten Jepara (5,85), 
Kabupaten Sukoharjo (5,82), 
Kabupaten Semarang (5,79), dan 
Kabupaten Pemalang (5,77).

PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA 
DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 
Tahun 2018 (%)

No. Kabupatan/Kota Nilai

1 Kota Semarang 6, 52

2 Banyumas 6,45

3 Karanganyar 5,98

4 Kota Tegal 5,92

5 Grobogan 5,91

6 Rembang 5,90

7 Jepara 5,85

8 Sukoharjo 5,82

9 Semarang 5,79

10 Pemalang 5,77

11 Pekalongan 5,76

12 Sragen 5,75

13 Kota Surakarta 5,75

14 Pati 5,74

15 Boyolali 5,72

16 Batang 5,72

17 Kota Pekalongan 5,69

18 Banjarnegara 5,67

19 Kota Magelang 5,59

20 Klaten 5,57

21 Kebumen 5,52

22 Kota Salatiga 5,51

23 Tegal 5,51

24 Kendal 5,50

25 Magelang 5,43

26 Purbalingga 5,42

27 Wonogiri 5,41

28 Demak 5,37

29 Purworejo 5,32

30 Brebes 5,31

31 Temanggung 5,07

32 Wonosobo 4,94

33 Blora 4,40

33 Kudus 3,23

34 Cilacap 3,05

Jawa Tengah 5,62

10 Besar
Pertumbuhan 

Ekonomi Tertinggi 

Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah

UNTUK bisa mengenjot per-
tumbuhan ekonomi sampai 

tujuh persen, kabupaten/kota 
tak bisa hanya bergantung 

pada investasi. Karena tidak 
semua daerah potensial untuk 

mengundang investor.  Be-
runtung Kabupaten Karang-

anyar, menarik minat investor 
di bidang industri. Karena itu 
pertumbuhan ekonominya di 

tahun 2018, bisa mencapai 
5,98 sementara ratarata Jawa 

Tengah pertumbuhannya 5,62.

Dapatkan potongan 
dengan iklan initunjukkan guntingan 

10 %
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SDM Berkualitas

INVESTASI
untuk Pertumbuhan

Drs. Juliyatmono
Bupati Karanganyar

O
leh karena, itu menurut 
Bupati Karanganyar 
Drs Juliyatmono, harus 

ada kreativitas sesuai daerah 
masing-masing, untuk bisa 
menggali potensi yang melikiki 
daya dukung untuk menopang 
pertumbuhan. Salah satunya, 
seperti yang dilakukannya ada-
lah meningkatkan kualitas SDM 
(Sumber Daya Manusia). 

“SDM yang berkualitas tidak 
akan menjadi beban daerah, 
tetapi justru akan membantu 
menciptakan peluang bisnis 
dan lapangan kerja,”  katanya 
saat menjadi narasumber dalam 
seminar sehari “Menumbuhkan 
Eoknomi Jawa Tengah7 Persen’ 

bersambung .......hal  4

bersambung .......hal 11

G
UBERNUR Jawa Ten-
gah Ganjar Pranowo 
optimis Jawa Tengah 

bisa mencapai pertum-
buhan ekonomi sampai 
dengan tujuh persen 
sebagaimana yang diharap-
kan Presiden Joko Widodo, 
karena provinsi yang ber-
penduduk 34.490.835 jiwa 
ini memiliki potensi dan 
sumber daya manusia yang 
mumpuni.

Oleh kare-
nanya ia mem-
minta dukungan 
berbagai pihak, 
termasuk seluruh 
kabupaten/kota 
untuk men-
dorong peningka-
tan pertumbuhan 
ekonomi karena 
daerah menjadi 
penentu dan mempunyai 
kepentingan dengan 

terdongkraknya 
pertumbuhan 
ekonomi.

“Pertumbu-
han ekonomi 
terjadi jika ada 
investasi, membu-
ka lapangan kerja 
dan meningkat-
kan kesejahre-
raan rakyat,” kata 

Ganjar.

Ganjar Pranowo 
Gubernur Jawa 
Tengah

Potensi & SDM 
Mumpuni Untuk 

TUMBUH 
7 PERSEN



B
agaimana mungkin bupati/walikota disuruh bekerja yang diukur den-
gan angka, tetapi angka yang digunakan sebagai ukuran saat itu tidak 
ada,” katanya. Ini seperti orang naik mobil dianggap terlalu cepat, 

atau terlalu lambat, kemudian diminta supaya sampai pada kecepatan nor-
mal. Yang jadi masalah ketika ditanyakan kecepatan mobil saat itu berapa, 
sehingga pengemuda bisa menyesuiakan untuk mempercepat atau  mem-
perlambat. Tidak ada yang bisa menjawab. Tinggalah pengemudi terpaku 
dalam kebingungannya.

Ini sama dengan kesimpulan yang saya perloleh ketika mencona 
mencari data berjalan tentang pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota. 
Menurut saya ini penting , karena pertumbuah di tingkat provinsi pasti 
dibentuk oleh partumbuhan yang ada di kabupaten/kota. Ini berkaitan 
dengan target yang dibebankan pada Jawa Tengah agar menjadi penyang-
ga pertumbuhan nasional. Dengan tumbuh 7 persen bagi provinsi di Jawa, 
pasti dampaknya signifikan untuk mengatrol pertumbuhan nasional.

Tidak sulit untuk mengukur pertumbuhan provinsi, karena BPS meny-
iapkan data kwartal ketiga provinsi, yang digunakan sebagai basis angka 
nasional, sudah muncul pada Bulan Agustus tahun bersangkutan. Bagaima-
na pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi, pertumbuhan kabupat-
en/kota, yang logikanya sebagai pembentuk pertumbuhan provinsi jika 
datanya tak tersedia.

BI dan BPS Angkat Tangan.
Saya menemui jajaran Bank Indonesia Jawa Tengah untuk menanyakan 

hal ini.  Kepala Perwakilan BI Jateng Sukowardoyo seakan menyerah. Tidak 
ada jalan keluar untuk mengatasai kelangkaan data tahun berjalan ini. 
Alasannya memang masuk akal, undang-undang memang memberi otoritas 
hanya kepada BPS untuk mengeluarkan angka-angka dan data perekono-

mian seperti angka pendapatan domestik regional bruto (PDRB), angka 
partumbuhuan ekonimi, tingkat kemiskinan, indeks GINI, dan sebagainya. 
Bahkan membuat perkiraan an pun, BI merasa tidak kompeten.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh BPS. Kepala Perwakilan 
BPS Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono. Memang data provinsi siap 
lebih dulu. Data tingkat kabupaten/kota lebih rumit pengumpulannya. Juga 
harus diharmonisasi dengan data provinsi yang sudah ada. Akibatnya da-
ta-data kabupaten yang ada saat ini misalnya, adalah data tahun 2018.  BPS 
juga tidak berani mengeluarkan angka-angka perkiraan yang nanti akan 
disesauaikan jika sdh ada angka yang lebih resmi.

Pertanyaannya, dengan situasi pencatatan data yang seperti ini, apa 
yang bisa dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Juga berdasarkan apa, 
jika lembaga seperti BI dan BPS diminta saran oleh para pengambil kepu-
tusan di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Ibarat orang berjalan, 
maka para pengambil kebijakan, para kepala daerah maupun instansi 
teknisnya, seperti meraba-raba dalam gelap. Kelau kebijakannya salah pun 
sulit meluruskannya, karena tidak data yang meyakinkannya.

Data Alternatif
Repotnya kalangan akademisi juga antara tidak punya dan tidak berani 

mengeluarkan data. Saya berusaha menghubungi para pakar, yang biasa 
melakukan analisis berbasis data. Misalnya Prof. Andreas Lako. Data yang 
digunakan ternyata basisnya juga tunggal, data yang dikeluarkan BPS. Dan 
data yang untuk kabupaten/kota sudah terlambat satu setengah tahun. 
Saran mungkin akurat untuk pemerintah provinsi, tetapi bagaimana men-
jamin ketepatan rekomendasi untuk pemerintah kabupaten/kota sebagai 
garda depan untuk menumbuhkan ekonomi.

Agaknya diperlukan data alternatif, setidaknya sebagai pembanding, 
data resmi BPS yang terlambat tersebut. Memang menarik janji BPS Jawa 
Tengah, yang akan mengusahakan data triwulanan untuk kabupaten/
kota, seperti data yang disajikan di tingkat provinsi. Tetapi juga tidak ada 
salahnya kalau akademisi, kampus-pampus ekonomi atau bisnis memelopori 
penelitian atau survai yang mandiri untuk mengukur data-data ekonomi di 
tingkat kabupaten/kota. Bisa juga ini menjadi peluang bagi lembaga survai 
professional untuk memecahkan masalah yang satrategis dan mendesak ini.

Bagi lembaga legislative, baik tingkat daerah maupun di DPR RI perlu 
merenungkan ini. DPRD provinsi maupun kabupaten/kota harus mendorong 
penggunaan data untuk pembuatan rencana maupun evaluasi daerah. DPR 
RI harus melihat lagi argumentasi undang-undang termasuk hanya mem-
beri kewenangan dan pada BPS untuk mengeluarkan data ekonomi. BPS 
sendiri agar menjadikan kasus ini sebagai tantangan, agar kehadirannya 
berarti bagi solusi permasalahan negeri.(*)
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Angka Pertumbuhan, 
Meraba dalam Gelap
Pengalaman Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk 

mendapat data yang akurat tentang kemiskinan di kabu-
patennya cukup dramatis. Ia terpaksa langsung ke Badan 
Pusat Statistik (BPS) Pusat Jakarta, untuk mendapatkan 
data tahun berjalan. Sampai sekarang data BPS tentang 
kabupaten/kota, selalau terlambat sekitar satu setengah 

tahun.

Oleh Bambang Sadono

A
lhamdulillah, edisi perdana tab-
loid bulanan Jawa Tengah, tel-
ah mengunjungi pembaca, baik 

secara lsngsung maupun lewat online. 
Memanfaatkan Bulan November yang 
dikenal sebagai bulan patriotik dan 
cinta tanah air, seperti semangat para 
pejuang kemerdekaan pada tanggal 
10 November 1945.

Seperti semangat kelahirannya, 
tabloid ini lahir dengan semangat 
perjuangan, untuk memotret semua 
potensi, cita-cita,  dan permasalahan 
Jawa Tengah, menngkomunikan, 
mendialogkan, sehingga bisa menu-
kan titik kesepakatan untuk menuju 
masyarakat yang lebih bahagia dan 

sejahtera.
Menandai kelahirannya bekerjasa-

ma dengan panitia HUT Partai Golkar 
ke-55, tabloid ini mengadakan Sem-
inar Menumbuhkan Ekonomi Jawa 
Tengah 7 Persen. Seminar ini digelar 
untuk menggali peran kabupaten/
kota membantu Provinsi Jawa Tengah 
mencapai pertumbuhan tersebut. Gu-
bernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
akan menjadi keynote speaker dalam 
seminar ini.

Seminar yang digelar di Ruang 
Raffles Hotel Semesta Semarang 
pada Senin (11/11), pukul 12.00 WIB, 
menghadirkan narasumber Bupati 
Karanganyar Juliyatmono, Bupati 

Banjarnegara Budi Sarwono, Bupati 
Batang Wihaji, dan Ketua DPRD Kota 
Pekalongan Balqis Diab.

Berkomunikasi, mengajukan 
saran, dan kritik pada para pengambil 
kebijakan apakah pemerintah, lem-
baga legislatif, masyarakat akademis, 
kalangan dunia usaha, adalah menjadi 
tujuan penerbitan ini. Terimakasih 
atas segala dukungan yang telah 
diberikan kepada kami. Jika ingin 
menghubungi kami  menyangkut isi 
media ini, bisa mengontak Bambang 
Sartono ata Bayu Wardhana. Jika ber-
hubungan dengan pemasangan iklan 
datau permintaan berlangganan, bisa 
mengontak Eko Laksanto dan Salahu-
din Surya Amin.

Selamat Berjuang.

Semangat Bulan November
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P
ada tahun 2018 Karanganyar mendapat 
DID Rp 60 milyar, dana tersebut dialo-
kasikan semua untuk tambahan biaya 

pembangunan infrastruktur. Misalnya untuk 
pembangunan jalan, sarana irigasi, dan se-
bagainya.

“Pembangunan infrastruktur terus kita lan-
jutkan, dan sudah hampir selesai, ” kata Bupati 
Juliyatmono

Sebagai puncaknya , pada tahun 2018 
pemerintah Kabupaten Karanganyar menerima  
penghargaan penyelenggaraan pemerintahan 
terbaik Parasamya Purnakarya Nugraha. Peng-
hargaan tersebut diberikan atas penyeleng-
garaan pemerintahan 3 tahun berturut-turut 
berkinerja baik.  

Penghargaan 5 Tahun Terakhir

Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten 
Karangnyar selama lima tahun teraakhir, antara 
lain sebagai berikut :

Tahun 2014

-  Piala Adipura Katagore Kota Kecil Ter-
bersih tingkat nasional

-  Penghargaan Wahana Tata Tata Nugraha 
katagori Lalu Lintas tingkat nasional

-  Penyeleanggaraan Bank Daerah Terbaik 
selama lima tahun berturut turut tingkat 
nasional

Tahun 2015

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
untuk Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah tahu 2014, dari BPK

- Piala Adipura Katagori Kota Kecil Ter-
bersih  tingkat Nasional

- Penghargaan Wahana Tata Tata Nugraha 

katagori Lalu Lintas tingkat nasional

Tahun 2016

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
untuk Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah tahu 2015, dari BPK

- Penghargaan Wahana Tata Tata Nugraha 
katagori Lalu Lintas tingkat nasional

- Peringkat Terbaik Kebupaten Peduli HAM 
dari Kementerian Hukum dan HAM

- Pengahragaan Manggala Karya Kencana 
di bidang Kependudukan dan Keluarga 
Berencana

- Penghargaan Kabupaten Peduli Lansia

Tahun 2017

- Satya Lencana Bhakti Praja Nugraha, 
peringkat 2 nasional, dalam penyelengga-
raan pemerintah daerah

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
untuk Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah tahu 2016, dari BPK

- Juara 3 tingkat nasional dalam penye-
lenggaraan Psoyandu

Tahun 2018
- Penghargaan Dana Rakca dari Kementeri-

an Keuangan
- Penghargaan peringkat 3 nasional di 

bidang sanitasi
- Penghargaan Natamukti, atas keberhas-

ilan dalam pembinaan dan pamasaran 
UMKM

- Penghargaan nasional bidang sistem 
Lelang Elektronik

Mendorong Investasi 

Menyadari pentingnya investi dalam oenum-

buhan ekonomi, Kabupaten berusaha merawat 
sekitar 400 Industri yang sudah da, dna terus 
mengundang investor baru. Sebagian besar 
industri di sini bergerak di bidang industri tekstil 
dan roduk tekstil (TPT), termasuk garmen. 
Bahkan sebagain besar merupakan industri 
garmen yang produknya berorientasi ekspor. 
Untuk lokasi industri ini dipusatkan di kecamatan 
Colomadu, Kebakkramat, dan Jaten.

Untuk memfasilitasi kegiatan industry 
tersebut, tahun 2018 Bappenas telahnmejad-
ikan Karanganyar sebagai salah satu daerah 
percontohan membuat Skill Development 
Centre (SDC). Fungsinya untuk melatih ang-
gkatan kerja supaya mempunya skill tertentu 
sehingga pada saat di butuhkan sudah siap. 
Pemerintah Karanganyar menghimbau kepada 
perusahaan-perusahaan, jika butuh tenaga ker-
ja bisa melalui lembaga ini. Supaya pemerintah 
kabupaten bisa membantu menyiapkantena-
ga-tenaga profesional, dengan standar karakter 
yang bsia dipertanggungajwabkan. 

Beberapa terobosan dilakukan untuk menar-
ik investasi, antaralain menyelesaiakan kendala 
tata ruang. Tata ruang ditata kembali, dengan 
memperhatikan kepentingan investor di bidang 
industri. Misalnya lahan pertanian yang dibu-
tuhkan untuk kepetingan industry ditata ulang, 
dan dipindahkan ke lokasi yang lain.

“Yang penting luasan lahan pertanian lestari 
tetap terjaga jumlahnya, walaupun lokasinya 
dipindahkan,” katanya.

Apalagi lahan pertanian baru juga bisa 
disinkronisasi dengan dengan pembanguna 
dua waduk baru yang bisa mengairi sawah di 
lokasi baru tersebut, yakni Waduk Jatiyoso dan 
Gondang Baru.

 (Advertorial)

Sudah lima tahun berturut-turut Kabupaten Karanganyar mendapatkan Dana Insentif 
Daerah (DID) dari pemerintah pusat karena dinilai berkinerja dengan baik. Penilaian terse-
but berdasarkan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar 
publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Terima Parasamya 
Purnakarya Nugraha 

Beberapa terobosan dilaku-
kan untuk menarik investasi, 

antaralain menyelesaiakan 
kendala tata ruang. Tata ruang 
ditata kembali, dengan mem-

perhatikan kepentingan investor 
di bidang industri. Misalnya 

lahan pertanian yang dibutuh-
kan untuk kepetingan industry 
ditata ulang, dan dipindahkan 

ke lokasi yang lain.
Bupati Karanganyar (paling kiri) menerima penghargaan Parasamya Purnakarya

Nugraha bersama dengan beberapa kepala Daerah lainnya
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U
ntuk mencapai 
target pertumbuhan 
ekonomi 7 persen, 

sampai pada tahun 2024 
dibutuhkan investasi 
sebesar Rp 3.084 triliun. 
Dengan kata lain, setiap 
tahunnya harus ada 
investasi yang masuk 
sekitar Rp 400 triliun 
hingga Rp 500 triliun. 
Sesuai jadwal yang telah 
dirancang, tahun 2020 
diharapkan pertumbu-

han ekonomi akan 
mencapai 6,1 

persen, tahun 
2021 sebesar 6,6 
persen, tahun 
2022 sebesar 
7,1 persen, 
dan tahun 
2023 sebesar 
7,3 persen.

Sedang-
kan sektor 

industri 
yang di-

andalkan, masih berkisar di sektor tekstil 
dan produk tekstil (TPT), di samping ek-
spor alas kaki, produk-produk pertanian, 
dan pariwisata. Berbagai investasi terse-
but diharapkan selain bisa menggenjot 
ekspor, menambah lapangan kerja, juga 
menghasilkan produk pengganti impor.

“Untuk bahan pembangunan industri 
besar seperti PLTU, ternyata masih ban-
yak menggunakan bahan baku impor. 
Supaya angka pertumbuhan juga tidak 
tertekan,” tuturnya, ketika ditemui Tab-
loid Jawa Tengah di kantornya, belum 
lama ini.

17 SKPD dan 19 BUMD
Gerakan untuk menumbuhkan 

ekonomi sampai 7 persen ini merupa-
kan proyek besar dan strategis untuk 
menciptakan kesejahteraan di Jawa 
Tengah, dan sekaligus juga menyum-
bangkan sumbangan di tingkat nasional. 
Karenanya gubernur dan pemprov harus 
bisa menggalang sinergi antara pemer-
intah di semua tingkatan, sekaligus juga 
menggalang dukungan seluruh mas-
yarakat, khususnya kalangan pengusaha, 
dan semua yang terlibat dalam kegiatan 
bisnis.

Sebagai Asisten Sekda Provinsi 
yang memebidangi Perekonomian dan 
Pembanguann, Dra Peni Rahayu MSi, 
tugasnya mengkoordinasikan 17 Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 10 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar 
sinergis dalam membuat perencanaan, 
dan menjalankan program selama tahun 
2020 mendatang

“Kami lembur siang malam untuk 
menghitung anggaran dan meren-
canakan program prioritas, yang akan 
dimasukkan dalam Peraturan Presiden,” 
katanya.

Pemerintah pusta akan mendukung 
penuh program peningkatan pertumbu-
han ekonomi, karena itu akan banyak 
dibantu dengan program dan anggaran 
dari APBN. Sebagai pelaksana selain 
pemerintah provinsi, juga akan banyak 
yang diperankan oleh pemerintah kabu-

paten/kota.  Dengan stimulant anggaran 
drai pusat maupun dari provinsi, diharap-
kan akan mengundang investasi swasata 
baik dari dalam maupun luar negeri. 
Para bupati atau wlaikota diharapkan 
bisa membantu untuk menciptakan iklim 
yang kondusif, bagi para investor.

 
Delapan Pelabuhan
Tahun 2020 akan mulai kelihatan 

program program nasional, atau in-
vestasi swasta  yang cukup besar untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi ini. 
Misalnya pembangunan jalan, terma-
suk beberapa jalan tol, dan beberapa 
pelabuhan.  Di wilayah Brebes misalnya, 
selain mempersiapkan lahan minimal 
1.000 hektar, juga akan memperluas  
areal Pelabuhan Tegal. Selain pelabu-
han Tegal, yang akan ditingkatkan juga 
Pelabuhan Kendal. Ini merupakan bagian 
dari 8 pelabuhan di seluruh Indonesia, 
yang akan difaslitasi untuk mendukung 
kawasan industri.

 Mengenai sulitnya pengadaan lahan, 
sedang diajjagi kemungkin penyediaan 
lahan melalui hak yang diberikan pada 
pemerintah daerah, baru kemudian 
disewakan pada investor.  Apalagi kare-
na jika sudah diketahui aka nada proyek 
besar di suatu kawasan, spekulan tanah 
sudah mendahului, sehingg harga jadi 
mahal, dan para investor banyak yang 
mundur.

“Karenanya, lahan untuk kawasan in-
dustri masih dijajaki dan dicarikan model 
yang paling tepat.  Pemerintah akan 
mencarikan model yang tidak terlalu 
membebani investor,” tuturnya.

Pemerintah juga masih menim-
bang-nimbang antara memprioritaskan 
kegiatan di sektor pertanian atau di 
sektor industri. Sebab beberapa pakar 
memberikan penilaian, mengutamakan 
pembangunan sektor pertanian juga bisa 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi se-
cara maksimal.  Karenanya kemungkinan 
juga tidka semua daerah ditawarkan 
sebagai kawasan industri.

 Heru LS
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Dibutuhkan Investasi 3.084 Triliun
PENGEMBANGAN kawasan industri diharapkan, dapat menjadi 
penyokong utama tercapainya pertumbuhan ekonomi 7 pers-

en di Jawa Tengah. Ketiga kawasan industri yang disiapkan 
Pemrpov  masing-masing dipusatkan di Brebes, Kendal, dan 

kawasan wisata Borobudur. Menurut Asisten Ekonomi dan 
Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Dra Peni Rahayu MSi, untuk 

menarik investor ke tiga kawasan tersebut, bukan hal yang 
mudah. Karenanya, Pemprov  memfasilitasi dengan berbagai 

kemudahan. Misalnya dalam hal perizinan, jaminan keamanan, 
dan ketersediaan tenaga kerja.

Untuk Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

POTENSI & SDM
Agar investor mau menanamkan mod-

al,  kabupaten/kota harus mempermudah 
perijinan. Selain dipermudah ijinnya, juga 
perlu  diperhatikan masalah  lingkungan, 
tata ruang dan kearifan lokal.

“Jangan ada pungli,dan urusan yang 
berbelit-belit,” tambahnya.   

Tantangan Jawa Tengah, katanya, 
bukan bersaing deengan sesama provin-
si di Indonesia, tetapi bersaing dengan 
negara lain, seperti Vietnam, Thailand, 
dan sebagainya.

Sektor Listrik, gas dan Air
Menurut Ganjar dalam lima tahun ter-

akhir, 2015-2019, perkembangan realisasi 
investasi di Jawa Tengah tercatat untuk 
PMA sebesar Rp 120, 47 triliun  dengan 
5.465 proyek, dan menyerap 347.989  
tenaga kerja. orang. Sedang untuk PMDN 
sebesar Rp 101,79 triliun dengan 8.045 

proyek dan menyerap 230.623 tenaga 
kerja.

Berdasarkan sektor realisai invetasi 
terbesar di bidang kelistrikan, gas dan 
air sebesar 42 %. Berikutnya  sektor 
transpotasi, gudang dan telokomunikasi 
9 persen. Industri tekstil  juga 9 persen. 
Disusul sektor industi kimia dan farmasi 8 
persen,  dan Industri makanan  sebesar 5 
persen. Untuk sebaran investasi tertingi 
ada di wilayah  Kabupaten Jepara 27 %,  
Batang 17 %, Kabupaten Cilacap 13 %, 
Kota Semarang 11,%  dan Kabupaten 
Sukoharjo  5 %.

Investasi  sendiri terbagi dalam dua 
kategori yaitu ; investasi yang berorien-
tasi pada industri padat karya dan ekspor 
seperti : TPT (Tektil, Produksi Tekstil), alas 
kaki, makanan & minuman, serta funirtur. 
Sedang investasi lain masuk industri strat-
egis  diantaranya industri baja, gas,  dan 

industri kreatif.

Pemberian Insentif 
Untuk mengundang minat investor 

masuk ke Jawa Tengah, menurut Guber-
nur, berbagai upaya juga telah dilakukan, 
misalnya dengan mengusulkan kepada 
pemerintah pusat untuk memberikan 
insentif kepada investor melalui program 
tax holiday dan tax allowance (pembe-
basan dan pengurangan pajak).

Juga ada pembebasan bea masuk 
untuk perusahaan yang menggunakan 
mesin yang diproduksi secara lokal.  Ada 
fasilitas Jalur Hijau  yakni fasilitas yang 
diberikan oleh Bea Cukai  di pelabu-
han-pelabuhan di Indonesia  untuk 
barang modal,mesin atau bahan baku. 
Untuk perusahaan baru yang masih masih 
dalam tahap pembangunan.

Untuk mensukseskan target masuk 

investasi ke Jawa Tengah menurut Ganjar, 
diarahkan pada peningkatan pelayanan 
kemudahan berusaha, eksekusi real-
isasi investasi besar, promosi investasi 
berdasarkan sektor dan fokus negara 
sasaran. Mendorong  investasi besar  
untuk  bermitra dengan UMKM, serta 
mendorong peningkatan investasi  dalam 
negeri.

Untuk akselerasi pembangunan 
wilayah untuk mendukung pertumbu-
han 7 persen tahun, pada tiga kawasan, 
yakni Kawasan Industri Kendal,  den-
gan cakupan wilayah eks Karesidenan 
Semarang dan Pati.  Kawasan wisata 
Byang ditopang wilayah eks karesidenan  
Magelang dan Surakarta. Serta Kawasan 
Industri Brebes dengan penopang utama 
wilayah eks Kabupaten Pekalongan dan 
Banyumas.

Bambang Sartono

dari hal 1

Gerakan untuk menumbuhkan ekonomi sampai 7 
persen ini merupakan proyek besar dan strategis 
untuk menciptakan kesejahteraan di Jawa Tengah, 
dan sekaligus juga menyumbangkan sumbangan di 
tingkat nasional.

Dra Peni Rahayu MSi 
Asisten Ekonomi dan 

Pembangunan Sekda Jawa Tengah
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Aman Santosa 
Kepala OJK Regional 3 Jateng &DIY

Konsep Pertumbuhan 
Ekonomi 7 % Harus 

Dimatangkan
OTORITAS Jasa Keuangan 

(OJK) Regional 3 Jawa Ten-
gah siap memberikan dukun-

gan penuh Pemprov Jawa 
Tengah dalam pencapaian 

target pertumbuhan ekonomi 
7 persen.

B
eberapa masukan telah diber-
ikan oleh lembaga pengawas 
industri keuangan tersebut 

kepada Pemprov Jateng, salah sa-
tunya terkait dengan pematangan 
konsep. 

“Utamanya mengenai pilihan 
obyek investasi apa yang bisa 
mendatangkan income besar, serta 
sumber-sumber pembiayaan dari 
mana. Dan juga yang tak kalah 
penting adalah kondusifitas untuk 
masuknya investasi“papar Kepala 
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan 
DIY Aman Santosa

Secara khusus bersama Bank In-
donesia, OJK memang telah dimim-
inta Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo untuk bisa mengawal 
pencapaian pertumbuhan ekonomi 
7 persen di era kepemimpinannya 
kedua.

Aman mengungkapkan diper-
lukan sinergitas yang kuat antara 
semua potensi investasi yaitu 
perbankan dan masyarakat, seperti 
pembuatan obligasi daerah dan 
sebagainya. Juga harus mencari 
sumber-sumber pembiayaan baru.

“Inti dari semua langkah itu, 
kuncinya agresivitas mencari dana” 
tandas Aman.

Ditambahan, kondusifitas 
tidak melulu masalah keamanan 
saja, tetapi juga perihal perijinan, 
pelayanan publik dan infrastruktur 
yang menunjang sektor ekonomi 
yang mempunyai potensi pada 
investasi,” kata Aman.

Berikutnya harus masuk ke 
sektor-sektor ekonomi yang mam-
pu digenjot misalnya, pariwisata, 
industri ekspor dan subtitusi impor. 
Juga kondusifitas keamanan.

“Jawa Tengah termasuk daerah 
yang tidak memiliki gejolak yang 
tinggi dibanding daerah lainnya. 
Demikian juga Upah Minimum 
Regional (UMR) yang ditetapkan, 
tidak setinggi daerah lainnya di 
Indonesia”.

Aturan-aturan mengenai 
investasi, perlu dibenahi sehingga 
menciptakan lingkungan yang ra-
mah terhadap penanaman modal. 
Demikian juga kebijaksanaan yang 
diiplementasikan dalam aturan, 
misalnya rancangan tata ruang dan 
wilayah, diharapkan tidak tump-
ang tindih dan berubah-ubah.

Perubahan dalam rancangan 

tata ruang dan wilayah, akan 
memengaruhi investasi yang akan 
masuk ke Jawa Tengah. Semua itu 
bisa terlaksana jika ada masterplan 
atau roadmap dari pemerintah 
sehingga benar-benar terukur dan 
terencana. 

“Jadi konsep investasi Rp 
700 triliun itu sekali lagi perlu 
dimatangkan, dari mana dan lain-
lain rentetannya” tegas Aman.

Potensi besar
Selain investasi, mendorong 

ekspor, pariwisata adalah potensi 
besar yang bisa dieskploer. Pariwi-
ata adalah anugerah Tuhan yang 
harus disyukuri.

Selain Borobudur, Jateng pu-
nya Dieng, obyek wisata dataran 
tinggi yang sangat eksotis. Hanya 
menurut Aman, pengelolaan 
obyek-obyek wisata di Jateng be-
lum optimall. Masih terjadi tump-
ang tindih, bahkan saling berebut 
pengelolaan.

“Perlu dicari terobosan 
bagaimana supaya turis asing bisa 
stay cukup lama di Jawa Tengah. 
Tidak seperti sekarang Jateng ha-
nya dijadikan untuk transit saja”, 
ulas Aman.

Menurutnya, agar lebih mak-
simal dan tak terjadi tummpang 
tindih dalam pengelolaan obyek 
pariwisata, Jateng meniru Sumut 
membuat otoritas seperti pengelo-
laan Danau Toba.

Menyinggung soal target 
pertumbuhan 7 persen bisa dicapai 
sebelum lima tahun sebagaimana 
yang dipatok gubernur, Aman leb-
ih menekankan pada pematangan 
konsep.

“Saya kira konsepnya harus 
dimatangkan  dulu . Untuk bisa 
menggaet investasi 700 T itu uang-
nya dari mana, projek yang mau di-
tawarkan apa saja. Setelah  konsep 
matang, dibuat roodmap sehingga 
bisa dipastikan dalam tiga-empat 
tahun itu, target  investasi 700 T itu 
benar-benar bisa dicapai “.ujarnya

Ditambahkan Aman, struktur 
ekonomi Jawa Tengah selama ini 
digerakkan oleh investasi, ekspor 
luar negeri dan perdagangan antar 
wilayah. Aman menyebut, ada in-
dustri pengolahan yang melambat, 
pertumbuhannya lebih rendah dari 
PDRB sejak 2015. (t/) 



H
ampir di seluruh kota di Jawa 
Tengah, khususnya Solo dan seki-
tarnya. Bahkan sampai Jakarta. 

Kalau di Jakarta ada angkringan yang 
sukses, itu bisa dipastikan penjualnya 
dari Bayat. Padahal dagangan angkrin-

gan tergolong sederhana, seperti tem-
pe goreng, tahu bacem, sate bekicot, 
nasi kucing, wedang jahe, wedang 
uwuh, dan sebagainya.

“Baru dua tiga tahun, karena 
berhasil di Jakarta ada pedagang 

angkringan yang sudah bisa naik mobil 
bagus,” kata Sunarno yang ssampai 
sekarang juga masih binis di bidang 
peternakan. Ia mengeskpor kambing 
ke Malaysia, dari peternakannya yang 
ada di Lampung.

Dari sirkulasi uang yang berputar 
di lingkungan pedagang angkringan 
tersebut, pemerintah kabupaten Klat-
en bisa memonitor  tabungan wargan-
ya. Di tahun 2015 saat awal Sunarno 
menjadi bupati, tabungan masyarakat 
Klaten tercatat sekitar Rp 2,6 triliun. 
Sepuluh tahun ketika ia meninggalkan 
jabatan bupati, tabungan itu sudah 
menjadi Rp 6,7 triliun.

“Hampir tiga kali lipat,” katanya.
Selain angkringan untuk bapak-ba-

pak, pemerintah waktu itu juga men-

dorong ibu-ibunya untuk berdagang, 
Sentara lain dengan berjualan dawet 
dio depan rumah masing-masing. 
Dawet Bayat yang sekarang dikenal 
di mana-mana, dianggap cendholnya 
lebih khas, pulen, karena dibuat dari 
ganyong.

“Awalnya setiap penjual dawet, 
dimodali oleh pemerintah kabupate 
dengan satu juta rupiah,” tambahnya.

Selain dawet, apem yang semu-
la hanya dibuat untuk acara ritual, 
yang dikenal dengan apem Yaqowiyu 
di Jatinom Klaten, sekarang sudah 
dikembangkan sebagai jajanan yang 
popular. Ukuran apemnya diperkecil 
supaya praltis menyesuaiakan kebutu-
han konsumen. Juga soal rasa, divariasi 
dengan berbagai aroma.

D
imulai dengan membuat peraturan 
daerah tentang Bumdes,  Perda 
Nomor 2 tahun 2009. Kemudi-

an disempurnakan dengan Perda No 
21/2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes. 

Pembentukan Bumdes ini kemudian 
dikokohkan dengan  Peraturan Menteri 
Desa (Permendes) No 4/2015. Sampai saat 
ini, sudah ada 258 di Kabupaten Klaten, 
yang kebetulan dipimpin oleh Ny. Sri 
Mulyani, sebagai Bupati, yang tidak lain 
adalah isteri Sunarno sendiri.

Ketika mulai mengkonsultasikan 
Perda Bumdes ke Kementerian Dalam 
Negeri waktu itu, gagasan Bupati Klaten 
itu juga dipertanyakan. Namun ia meya-
kinkan, dalam waktu satu tahun Bumdes 
tersebut pendapatannya bisa mencapai 

Rp 2 milyar. Ia berani menyampaikan itu, 
karena waktu itu sudah ada desa di Klat-
en yang Bumdesnya bisa menghasilkan 
Rp 1,6 Milyar, yakni dengan berusaha di 
bidang air mineral kemasan.

“Waktu itu belum ada dana desa sep-
erti sekarang, sehingga peran Bumdes 
tersebut sangat signifikan bagi desa,” 
kata anggota Komisi IV DPR RI, yang 
mewakili Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP), dari daerah pemilihan 
Banyunyas-Cilacap ini.

Sekarang usaha Bumdes bervariasi, 
mulai dari bidang pertanian, perdagan-
gan, jasa wisata, dan sebagainya.  Ada 
desa yang membuka usaha kolam renang 
Syariah, seperti Bumdes Desa  Gedaren, 
Kecamatan Jatinom. Ada Bumdes yang 
sukses memberikan sumbangan pemasu-

kan hingga Rp 14 miliar pertahun ke kas 
desa, yakni Bumdes Ponggok Kecamatan 
Polanharjo.  

Begitu populernya kisah sukses di 
Klaten, banyak desa desa dari kabupaten 
lain di Indonesia studi banding ke situ. 
Bahkan juga berdatangan dari luar neg-
eri, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, 
dan sebagainya.

Pertahankan Rojolele
Menyadari Klaten tidak bisa men-

awarkan lahan untuk mengundang 
industri besar, Sunarno saat menjadi bu-
pati, konsisten mempertahankan Klaten 
sebagai penyangga pangan, terutama 
untuk memproduksi besar. Padi Rojolele 
yang legendaris, yang semula merupa-
kan unggulan dari Kecamatan Delang-
gu, sekarang sudaa ditanam di seluruh 
Klaten. Agar petani mau menanam padi 
jenis Rojolele yang dikenal umurnya Pan-
jang, sampai 6 bulan, maka diusahakan 
varietas baru, yang hanya membutuhkan 
waktu 105 hari. Satu tahun petani bisa 
panen 2 kali, dengan harga beras per 
kilo bisa mencapai Rp 20 ribu.

Dua jenis varietas Rojolele yang 
diluncurkan Juni 2019 adalah Rojolele 
Srinar dan Rojolele Srinuk. Nama varietas 
tersebut diambil dari nama Dewi Sri yang 
dianggap sebagai Dewi Padi, sedangkan 
Bersinar adalah ikon Kabupaten Klaten 
Bersinar. Sedangkan Srinuk, dari kata 
inuk, artinya enak. 

Untuk membantu petani yang makin 
kesulitan mendapatkan tenaga kerja 
untuk menanam padi, Sunarno mengi-
nisisasi untuk mendatangkan mesin  
transplanter untuk menanam benih 
dari Jepang. Selain mesin tanam juga 
didatangkan mesin pemanen combine. 
Karena petani Klaten yang lebih dulu 
menggunakan alat-alat mekanisasi per-
tanian tersebut, maka ketika pemerintah 
provinsi Jawa Tengah mensosialiasikan 
pengguanaan mesin mesin tersebut, 
menggunakan petani dari Klaten sebagai 
pelatih.

Selain pertanian Klaten juga ma-
sih mengandalkan lurik yang dipro-
duksi secara ATBM (alat tenun bukan 
mesin). Lurik yang masih diproduksi 
ke kecamatan Cawas, Bayat, Pedan, 
Juwiring, Wedi ini bahkan tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pasar. Bahkan 
misalnya untuk dijadikan seragam anak 
sekelah se kabupaten saja, produksinya 
tidak mencukupi.

“Kami memang mempertahankan 
agar tetap ATBM,” katanya.

Bayu Wardhana

DINAMIKA LEGISLATIF

6 TABLOID JAWA TENGAH Edisi 002 Desember 2019

H. Sunarno, SE, MHum
Anggota DPR RI

Andalkan Bumdes untuk 
Menumbuhkan Ekonomi
Anggota DPR RI, Sunarno ternyata sudah mengandalkan Badan 
Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai salah satu andalan untuk 
menumbuhkan ekonomi, ketika dua kali menjadi Bupati Klaten, 
2005- 2015. Dia sudah membentuk Bumdes, bahkan sebelum 
Undang-Undang tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014, diun-
dangkan. 

Angkringan dan Dawet
Penopang perekonomian Klaten yang lain adalah usaha 
menengah, kecil, dan mikro (UMKM), seperti pedagang angk-
ringan dan bakul dawet.  Begitu massifnya pedagang angk-
ringan dari Klaten, diperkirakan jumlahnya sampai 12.000 an, 
menyebar di berbagai kota. 

Ketika mulai mengkonsul-
tasikan Perda Bumdes ke 
Kementerian Dalam Negeri 
waktu itu, gagasan Bupati 
Klaten itu juga dipertanya-
kan. Namun ia meyakink-
an, dalam waktu satu tahun 
Bumdes tersebut pendapa-
tannya bisa mencapai Rp 2 
milyar.Bersama Tim PDIP Perjuangan Klaten dalam acara di Kantor 

DPD PDIP perjuangan di Jawa Tengah



H
arusnya yang dilakukan ada-
lah membatasi rokok putih, 
atau menaikkan  bea masuk 

rokok impor,” kata mantan Sekjen 
Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Pemerintah justru harus 
melindungi petani di sentra 
tembakau seperti Temanggung. 
Karena program untuk menga-
lihkan tembakau ke tanaman 
lain juga tidak mudah. Tidak 
semua tanaman cocok ditanam di 
kawasan tersebut. Sudah dicoba 
dengan kopi, tetapi juga ku-
rang berhasil. Mungkin bahkan 
bisa dipromosikan Temanggung 
sebagai kawasan tembakau, dan 
dipopulerkan sebagai destinasi 
wisata. Seperti misalnya di Ameri-
ka, terkenal tembakau Virginia.

Karding melihat masalah 
tembakau ini, lebih merupakan 
persaingan bisnis. Akibatnya 
komoditas tembakau terom-
bang-ambing. Misalnya dikaitkan 
dengan kesehatan, sebenarnya 
tergantung cara mengkonsum-
sinya. Semua kalau berlebihan, 
semua bisa menjadi masalah. 
Misalnya gula, kalau kebanyakan 
juga bisa menjadikan penyakit.

“Sekarang ada penelitian 
baru, tembakau juga bisa menjadi 
obat,” tambah mantan anggota 
Komisi VI DPR RI yang membidangi 
industry ini.

Perkuat Wisata
Untuk kawasan Magelang,  

Temanggung, Purworejo, dan  
Wonosobo, perekonomian juga 
bisa diperkuat dengan potensi 
wisatanya. Borobudur merupa-
kan kawasan wisata dengan turis 
terbesar di Jawa Tengah. Bahkan 
pemerintah telah menetapkan se-
bagai salah satu dari 10 destinasi 

wisata yang akan dipacu pengem-
bangannya secara nasional. De-
mikian juga Dieng, sudah sangat 
dikenal baik oleh turis nusantara 
maupun dari macanegara.

Yang sekarang harus difikir-
kan, menurut Karding adalah 
memberikan dampak langsung 
dari kegiatan wisata tersebut ke 
masyarakat.  Misalnya dengan 
pengembangan desa wisata, seh-
ingga desa, maupun masyarakat 
langsung bisa merasakan dampa-
knya. Harus difasilitasi agar mas-
yarakat bisa meningkat pendapa-
tannya karena bisa menyediakan 
home stay, membuka restoran, 
mempersiapkan oleh-oleh atau 
cinderamata, dan sebagainya.

Untuk menarik turis pemer-
intah bisa memfasilitasi dengan 
membangun jalan-jalan yang 
baik, antar obyek wisata. Mis-
alnya kemudin dibuat paket 
Borobudur-Dieng, sehingga turis 
akan merasa efisien, dalam waktu 
yang lebih singkat bisa menikmati 
beberapa obyek wisata.

“Kalau perlu desa-desa yang 
pernah terkena lahar gunung Mer-
api, bisa dijadikan obyek wisata. 
Pasti banyak turis yang tertarik,” 
kata Karding yang pernah menjadi 
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah 
ini.

Konektivitas transportasi dari 
Semarang, Yogya, atau Solo, ke 
kawasan Borobudura tau Dieng, 
juga dianggap strategis. Karena 
turis  mancanegara masuknya dari 
ketiga kota tersebut, yang ada 
bandara internasionalnya.

Komisi Pertahanan
Sekarang, alumnus Fakultas 

Peternakan Undip ini, duduk di 
Komisi I DPR RI yang membidan-
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Ir. Abdul Kadir Karding
Anggota DPR RI

Salah, Menaikkan 
Cukai Tembakau
Sebagai anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Magelang, Temanggung, 
Purworejo, dan Wonosobo, Abdul Kadir Karding prihatin ketika pemerintah menaik-
kan cukai rokok. Karena Temanggung adalah satu daerah yang kualitas tembakau 
termasuk terbaik di dunia. Jika cukai rokok dinaikkan dengan motivasi mengurangi 
jumlah perokok, akibatnya pembelian tembakaunya menurun. Dampaknya akan 
sampai pada para petani, yang harga tembakaunya jatuh. 

Karding melihat masalah tembakau ini, lebih mer-
upakan persaingan bisnis. Akibatnya komoditas 
tembakau terombang-ambing. Misalnya dikaitkan 
dengan kesehatan, sebenarnya tergantung cara 
mengkonsumsinya. Semua kalau berlebihan, 
semua bisa menjadi masalah. Misalnya gula, 
kalau kebanyakan juga bisa menjadikan penyakit.

gi pertahanan, masalah luar negeri, media 
massa, dan sebagainya.  Sebelumnya Karding 
sudah malang melintang di beberapa komi-
si, pernah di Komisi VI yang membidangi 
industri, Komisi III yang membidangi hukum, 
bahkan pernah menjadi Ketua Komisi VIII 
yang membidangi agama.

Di bidang Komisi I, yang dipandangnya 
penting selain startegi peranahan juga strate-
gi komunikasi, terutama menyangkur media 
baru, yakni media sosial yang berbasis inter-
net.  Banyak regulasi yang harus diperkuat 
misalnya untuk melindungi dat pribadi, mela-
wan hoaks, dan sebagainya

“Internet ini media komunikasi yang 24 jam 
tidak tidur,” kata pria yang lahir di Donggala, 
Sulawesi Tengah, 25 Maret 1973 ini.

Memang pengaturan media ini harus 
hati-hati. Di satu sisi harus berani, di sisi yang 
lain harus tetap mengindahkan batas batas 
demokrasi. Apalagi jika menyangkut kepent-
ingan bangsa dan negara, tidak semua harus 
dibuka, dan ketahui publik. Bahkan data per-
orangan saja harus dijaga, supaya tidak bisa 
dimanfaatkan yang bisa merugikan kepent-
ingan yang bersangkutan, misalnya untuk 
kepentingan bisnis.

Bayu Wardhana



OTONOMI DAERAH

8 TABLOID JAWA TENGAH Edisi 002 Desember 2019

H
al tersebut dikemukakan saat 
menajdi narasumber pada acara 
Seminar ‘Menumbuhkan ekonomi 

Jateng 7  yang diselenggarakan Taboid 
Jawa Tengah bekerjasama dengan 
panitia  HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel 
Semesta Semarang, 11 November 2019.

Dalam seminar yang dimoderatori 

Dra Nadia Ardiwinata MM, lebih lanjut 
Bupati Banjarnegara menyatakan kes-
anggupannya untuk menaikkan pertum-
buhan ekonomi di wilayahnya menjadi 7 
persen, sesuai target yang dicanangkan 
Gubernur Jateng.

Tahun 2018 lalu sesuai data dari 
BPS katanya, Kabupaten Banjarnegara 

sudah mampu menaikkan pertumbuhan 
ekonominya menjadi 5,67 persen, di atas 
angka pertumbuhan Jawa Tengah yang 
sebesar 5,32 persen, dan nasional 5,17 
persen.

“Begitu pula dengan angka kemi-
skinan di Banjarnegara yang ditahun 
2016 menempati posisi ke-23, di tahun 
2018 sudah naik keperingkat 15,” tam-
bahnya. 

                                                                                               
Ikuti Juklak Juknis
Menyinggung upaya untuk mening-

katkan pertumbuhan ekonomi di 
wilayahnya, Budhi Sarwono yang tampak 
selalu santai ini mengatakan, pihaknya 
selalu mengikuti juklak (petunjuk pelak-
sanaan) dan juknis (petunjuk teknis} 
yang sudah diatur oleh pemerintah 

pusat.
“Kan sudah ada juklak dan juknisnya, 

jadi kenapa susah-susah. Ikuti saja petun-
juknya, pasti aman,” katanya.

Sedangkan program pembangunan 
yang diprioritaskan, selain pembangu-
nan infrastruktur, juga pembangunan 
pendidikan dan  kesehatan. Sedangkan 
sektor andalan yang terus dipacu antara 
lain pertanian, pariwisata, dan industri.

Dalam melaksanakan pembangunan 
tersebut, bupati memercayakan penuh 
kepada Kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) masing-masing bidang. 
Pihaknya tidak perlu melakukan pen-
gawasan ketat, karena sebelumnya 
masing-masing sudah diberi arahan, 
termasuk sanksi apabila melakukan 
pelanggaran.

Termasuk dalam kegiatan pembangu-
nan fisik, meskipun dirinya dulu seorang 
kontraktor, namun tetap menetapkan 
aturan yang sudah ditentukan. 

“Kalau saya gampang saja, bersikap 
professional. Asal persyaratan leng-
kap, silakan aturan lelangnya diikuti,” 
tuturnya.

Dia mengaku tidak rikuh pekewuh 
dengan teman-teman kontraktor yang 
dia kenal. Siapapun yang ingin mendapa-
tkan proyek, silakan ikuti tata caranya. 

“Kalau tidak percaya, silakan tanya 
dengan Kepala PU dan Ketua Bappeda. 
Itu ada orangnya, silakan tanya mereka,” 
katanya sambil menunjuk yang bersang-
kutan.

 Heru LS

R
ekan-rekan sesama bupati dari 
berbagai daerah di Indonesia, 
menyatakan apresiasinya atas 

keberanian dirinya mengunggah 
besaran gaji bupati yang teramat 
minim. Budhi Sarwono sama sekali 
tidak merasa takut kalau ditegur 

atasannya, Gubernur Jateng atau 
atau pemerintah pusat.

“Mengapa saya harus takut, yang 
saya ungkap adalah kebenaran. Dan 
semua ini bukan semata-mata untuk 
kepentingan diri saya pribadi, namun 
bagi kepentingan semua bupati/wali 
kota di Indonesia, “ tuturnya ketika 
ditemui di sela-sela acara Seminar 
‘Menumbuhkan Ekonomi Jateng 7 
persen’ yang diselengarakan tabloid 
Jawa Tengah bekerjasama dengan 
panitia HUT ke-55 Partai Golkar 
Jateng di Hotel Semesta Semarang, 
November lalu.

Kalau untuk dirinya sendiri, gaji 
bupati tidak terlalu  dipermasalahkan 
karena ada penghasilan lain. Tetapi 
bagi rekan-rekan bupati yang hanya 
mengandalkan gaji bupati sebagai 
sumber penghasilannya,  dia meyakni 
pasti tidak cukup.

 “Berapa banyak bupati/walikota 
yang terpaksa harus menginap di ho-
tel prodeo, hanya gara-gara ikut serta 
menikmati dana pembangunan untuk 
kepentingan pribadi atau kelompok-
nya,” tuturnya.

Di sela-sela acara seminar, Gu-

bernur Jateng H Ganjar Pranowo 
bertanya, apakah dirinya masih ingin 
mencalonkan lagi menjadi bupati 
untuk masa jabatan kedua? 

“Saya ingin  mencalonkan diri se-
bagai gubernur,” jawabnya. Berselo-
roh atau serius, hanya Budhi Sarwono 
saja yang tahu.

Sok Kaya
Meski begitu dia juga heran, 

karena hingga saat ini masih banyak 
bupati yang baru dilantik, terus ber-
lagak menjadi orang yang sok kaya. 

“Itu mungkin, karena mereka 
belum tahu risiko menjadi seorang 
bupati yang berani menggunakan 
anggaran pembangunan,” ujarnya.

Kepada para pejabat yang ada 
di lingkungannya, dia selalu me-
nekankan perlunya keterbukaan. 
Seperti yang dia lakukan, karena soal 
pembangunan infrastruktur dinilai 
sangat penting bagi kesejahteraan 
masyarakat, maka pernah suatu saat 
dia menarik semua anggaran pem-
bangunan dan hanya diperuntukkan 
bagi kegiatan pembangunan infras-
truktur.  

“Semua kepala Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD), saya kumpulkan 
dan saya siapkan materai. Bagi yang 
tidak setuju, silakan ajukan pengun-
duran diri,” tuturnya.

Budhi Sarwono sebelum jadi bu-
pati  adalah seorang kontraktor dan  
Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia 
Jawa Tengah. Ia secara terbuka kalau 
di masa mudanya, banyak menjalani 
perbuatan yang dilarang hukum, 
seperti menjual narkoba dan menjadi 
bandar judi buntut. Sejak ibundanya 
meninggal dunia pada tahun 1995, 
ia mulai berubah. Bahkan kemudian 
belajar mengaji, dan masuk Islam.

 Meski gaji bupati kecil, namun 
dirinya tetap konsisten. Dia tetap 
kerja keras guna memajukan pemba-
ngunan di daerahnya. Terbukti, dia 
mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di wilayahnya hingga men-
capai 5,67 persen di tahun 2018. Dia 
optimistis, akan mampu menaikkan 
pertumbuhan ekonomi di wilayahn-
ya sebesesar 7 persen sesuai target 
Gubernur Jateng.

Heru Listiyanto

Gaji Bupati Kecil, Ingin Jadi Gubernur
Nama Budhi Sarwono, 

Bupati Banjarnegara, Jawa 
Tengah tiba-tiba menjadi 

terkenal  karena keberani-
annya mengungkap gajin-
ya sebagai seorang bupati 

yang hanya sebesar Rp 
5,9 juta per bulan.  Kata 

Budhi yang namnya aslin-
ya Kho Wing Cin, idealnya 
gaji seorang bupati paling 

tidak mencapai Rp 200 
juta per bulan

Menaikkan Angka 
Pertumbuhan Tidak Sulit

Budhi Sarwono 
Bupati Banjarnegara

Menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara menjadi 7 persen, bagi 
Bupati Budhi Sarwono bukanlah hal yang sulit. Asalkan pembangunan infrastruktur di seluruh 
wilayah dapat dilakukan secara merata. 

Dalam melaksanakan pembangunan, bupati mempercayakan 
penuh kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mas-
ing-masing bidang. Pihaknya tidak perlu melakukan pengawasan 
ketat, karena sebelumnya masing-masing sudah diberi arahan, 

termasuk sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Dalam suatu acara yang diadakan oleh Tabloid JATENG
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Bupati Batang H. Wihaji, S.Ag., M.Pd 
mengungkapkan, kunci untuk menaik-
kan pertumbuhan ekonomi adalah 
naiknya daya beli dan investasi. 

K
alau kedua unsur itu terpenuhi, menaikkan 
angka pertumbuhan ekonomi, bukanlah 
hal yang sulit. Hal tersebut dikemukakan 

saat menjadi narasumber dalam seminar sehari 
“Menumbuhkan Eoknomi Jawa Tengah7 Persen’  
yang diselenggarakan Tabloid Jawa Tengah beker-
jasama dengan pnitia HUT ke 55 Partai Golkar 
Jawa November lalu.

Upaya untuk menaikkan pertumbuhan 
ekonomi, menurut Wihaji ibarat merakit  sepeda 
onthel. Artinya, selama masing-masing jajaran 
pemerintah dan masyarakat, termasuk pengusa-
ha, dapat bersinergi maka ibarat sepeda, rodanya 
akan berputar. 

“Tetapi kalau masing-masing berjalan dengan 
programnya sendiri-sendiri, ya sudah. Roda pasti 
tidak akan berputar,” tuturnya.

Menurutnya, sumber pendapatan di Kabupat-
en Batanfg saat ini hanya berasal dari APBD dan 
investasi. Dana APBD hanya kisaran 20 persen. 
Artinya, yang 80 persen berasal dari investasi. 
Sekarang bagaimana caranya bisa menggaet 
investor masuk ke wilayahnya. Kalau sudah ada 
investor, uang investasi diupayakan tidak lari ke 
luar. Harus diprogram sedemikian rupa, sehingga 
hasi investasi tetap berputar di wilayah itu. 

Untuk itu Pemkab Batang membuat kebijakan, 
siapapun investor yang masuk, diwajibkan mem-
buat perusahaan di wilayah Kabupaten Batang. 
Sehingga pajaknya masuk ke Batang. Uang berpu-
tar di Batang, tenaga kerja terserap, dan daya beli 
menjadi tinggi.

“Pasti ekonomi akan tumbuh dengan sendirin-
ya,” katanya.

Tidak  Aneh-aneh
Menyinggung upaya untuk menarik investor, 

dia menjelaskan antara lain dengan mempermu-
dah perizinan dan bupatinya tidak neko-neko 
(aneh-aneh). Atas dasar itu, Wihaji menyatakan 
bahwa Kabupaten Batang optimisme akan mam-
pu menaikkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. 

Saat ini saja, dana investasi yang sudah masuk 
sebesar Rp 69 triliun. Rp 50 triliun di antaranya 
dari PLTU. Sisanya berasal dari investasi jalan tol.

Tahun depan diperkirakan akan masuk dana 
investasi sebesar Rp 2 triliun berasal dari sekitar 10 
investor PMA (Penanaman Modal Asing).

Kepada investor ia juga minta agar berkomu-
nikasi langsung secara terbuka.  Banyak investor 
yang datang melalui calo, yang menambah biaya 
investasi. 

“Kalau datang tidak usah dengan calo. Hanya 
akan memperbesar anggaran,” tuturnya. 

Heru LS 

S
aat ini kami sedang melaku-
kan upaya menaikkan angka 
pertumbuhan ekonomi dari 

5,69 di tahun 2018 persen men-
jadi 7 persen. Berbagai cara kami 
lakukan, utamanya menggenjot 
sektor industri,” tuturnya ketika 
menjadi narasumber dalam Semi-
nar ‘Menum-

buhkan ekonomi Jawa Tengah 
7 persen’ yang diselenggarakan 
Taboid Jawa Tengah bekerjasama 
dengan panitia  rHUT ke-55 Partai 
Golkar di Hotel Semesta Semarang, 
11 November 2019.

Industri batik sangat dominan 
di Kota Pekalongan. Karenanya 
Pemkot Pekalongan sejak tahun 

2017 berupaya  melibatkan 
langsung warga masyarakat 
untuk membangun Kampung 
Kreatif, Kampung Batik, dan 
Kampung Budaya. Khusus 
produk andalan, diakui masih 
terfokus pada produk-produk 
TPT (tekstil dan produk tek-
stil), terutama produk batik. 

Pemkot memberikan 
dukungan penuh terhadap 

pengembangan produk 
dan pemasaran batik. 

Karenanya tidak 

mengherankan kalau jumlah 
UMKM (usaha mikro kecil dan 
menengah) di bidang batik terus 
meningkat. Hampir di setiap kam-
pung di Kota Pekalongan selalu 
ada industri batiknya. 

“Kegiatan tersebut merupakan 
bisnis turun temurun yang poten-
sial,” kata Ny. Balqis yang tahun 
2020 berniat mencalonkan diri 
sebagai Walikota Pekalongan.

Pasar Batik
Untuk mendukung pemasaran-

nya, Pemkot menyediakan 10 pasar 
rakyat yang menggelar aneka 
macam kain batik. Mulai dari batik 
printing, cap, maupun batik tulis. 
Di samping menyelenggarakan 
event-event pameran, baik tingkat 
lokal, regional maupun nasional. 
Bahkan lokasi pameran juga sudah 
disediakan secara permanen. Se-
dangkan harga batik yang digelar, 
sangat bervariasi. Dari puluhun 
ribu rupiah hingga ratusan ribu 
rupiah. 

Tidaklah mengherankan, 
apabila konsumennya juga terdiri 
dari masyarakat lapisan bawah, 
menengah, dan atas. Kegiatan usa-
ha di sektor batik ini, juga banyak 
membuka lapangan kerja. Mulai 
dari tukang batik, bagian produksi, 
bagian menjahit, dan pemasaran. 
Sehingga secara tidak langsung 
mengurangi angka pengangguran 
dan sekaligus angka kemiskinan.

Batik juga mengundang wisa-
tawan yang memang ke Pekalon-
gan khusus untuk belanja. Apalagi 
sekarang mudah dijangkau, baik 
dengan kereta api, juga tol sudah 
lancer. Dampanya konsumen batik 
ini juga meramaikan objek-objek 
wisata lain, baik wisata alam, wisa-
ta buatan, maupun wisata religius. 
Saat ini tercatat ada 27 objek 
wisata, satu di antaranya wisata 
religius. 

“Kereta api yang berhenti di 
Kota Pekalongan dalam setiap 
harinya, ada 44 trip yang datang 
dari berbagai penjuruarah Jakarta 
maupun Surabaya,” kata isteri 
mantan Walikota Pekalongan Mo-
hamad Basir Achmad ini.

Heru LS

Mengejar 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Sepeda Onthel

Wihaji
Bupati Batang

GENJOT 
Pertumbuhan 

Andalkan Batik

Ny. Balqis Diab Ketua DPRD Kota Pekalongan

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Ny. Balqis Diab mengungkapkan, menumbuhkan 
ekonomi di wilayahnya menjadi sebesar 7 persen sesuai target Gubernur Jateng, 
bukanlah hal yang mudah. Walau begitu, Pemkot bekerjasama dengan legislatif 

terus berupaya mencapai target tersebut.

TABLOID JAWA TENGAHEdisi 002 Desember 2019
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B
iasanya karena merasa sudah laku, 
banyak tanggapan, dalang malas 
berlatih,” kata pria yang lahir di 

Sukoharjo 31 Agustus 1948 ini.
Dunia pedalangan saat ini  maju, 

bakan mungkin sangat kemajon (terlalu 
maju). Menurut dia, inovasi yang dilaku-
kan dalang terutama dalang-dalang 
muda saat ini sah-sah saja dan tidak me-
langgar pakem yang ada, tetapi lakonn-
ya harus selesai terlebih dahulu.

Banya dalang yang seringkali tidak 
menyelesaikan lakonnya atau tidak 
mengerti betul mengenai cerita dalam 
lakon tersebut. Mereka justru lebih 
menonjolkan hal-hal di luar wayang, 
seperti dagelan atau lagu dangdut 
ataucampursari, tidak pada esensi 
ceritanya. Cerita dalam lakon 
wayang kulit harus benar-be-
nar selesai dan tuntas meski 
dalam pementasan diselingi 
humor agar penonton 
tidak bosan.

“Judulnya pewayan-
gan, bukan campursari 
atau dagelan (humor), 
wayang ya wayang,” kata 
dalang yang dikenal sebagai 
dalang setan, karena kecepa-
tannya memainkan wayang.

Humor atau campursari 
dalam pagelaran wayang kulit itu 
ibarat bumbu tetapi jangan terlalu 
banyak. Bumbu dalam makanan 
kalau terlalu banyak, 
juga tidak enak, bisa 
membuat 

muntah. Paling utama adalah cerita,  jika 
tidak selesai atau tuntas maka pesan 
yang disampaikan akan kabur, tidak 
seperti yang diinginkan.

Tiga gangguan dalang
Menurut Manteb ibarat pedagang 

karena  barang dagangan pokoknya ku-
rang lengkap, maka mereka jualan yang 
lain, untuk menarik penonton. Terk-
adang tidak menguasai lakon dan hanya 
mengarang asal lucu saja.  Seharusnyan 

tanpa tambahan 
dagelan pun, 

kalau dalang 
itu mengua-

sai sanggit 
(kreativitas), 

dan sanggit (keterampilan memainkan 
wayang), pasti banyak yang menonton 
sampai selesai. 

“Dalang sekarang tidak mau bertan-
ya kepada yang senior,” tambah pria 
yang umur 15 tahun sudah mendalang, 
dan mendapat tanggapan.

Dalang juga banyak yang  tidak mau 
membaca. Tidak mau belajar mengenai 
cerita pewayangan agar memahami 
benar-benar lakon yang dipentaskan. 
Manteb sendiri mempunyaibanyak  buku 
cerita pewayangan dalam Bahasa Jawa, 
hampir satu almari penuh. Setiap saat 
buku-buku tersebut dibaca, agar me-
mahami benar-benar cerita yang akan 
dimainkan.

“Mengenai cerita dari mana mu-
lainya, itu terserah dalang. Paling 
penting dia benar-benar memahami 
cerita wayang yang disampaikan,” 
tutur Manteb yang sekarang tinggal di 
Dusun Sekiteran, Kelurahan Doplang, 
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten 
Karanganyar.

Sering membaca buku cerita pe-
wayangan, membuat lakon-lakon yang 
dimainkannya susah ditebak penonton 
sehingga mereka juga tidak bosan kare-
na ceritanya hanya begitu-begitu saja. 
Penonton akan merasa penasaran, awal 
alur cerita dirubah sudut pandangnya. 
Jika penonton penasaran, mau tidak 
mau mereka akan menonton pagelaran 
sampai usai.

Banyak dalang yang jika sudah dapat 
tanggapan, tergoda tiga hal. Pertama 
meyakini dirinya sendiri yang terbaik, 

sehingga tidak perlu belajar. Mengejar 
kekayaan atau banyak mendapat 

uang sehingga tidak sempat 
belajar, juga karena banyak 
yang tergoda oleh kete-
naran atau popularitas 
sehingga  banyak yang 
waktunya habis misalnya 
karena banyak pacar 

atau menikah lagi.
Jangan Meninggalkan Pakem
Manteb tidak mempermasalahkan 

banyaknya dalang yang membumbui 
pentas wayang kulit dengan berbagai 
hal. Tetapi ada hal yang tidak boleh 
dilanggar dalam pementasan wayang 
kulit atau dikenal sebagai pakem. Pakem 
wayang yang tidak boleh dilanggar di 
antaranya, dalang tidka boleh berdiri 
saat pementasan. Komando ada pada 
gedog kotak, mislanya memukul dengan 
gedog untuk memulai pementasan 
wayang kulit.

“Gedog, gedog itu mewakili detak 
jantung,” tambah Ki Manteb, yang 
pernah beljar pada dalang legendaris 
Nartosabdho pada tahun 1972.

Begitu gedog dipukul, kayon atau 
gunungan dicabut. Kayon itu karep 
(keinginan), ada karep karena urip (hid-
up). Hidup dari mana, seperti digam-
barkan kayon begitu dicabut ditarik ke 
atas. Kemudian kayon turun ke bawah 
yang mencerminkan fase kehidupan 
manusia, lahir, rabi (menikah) dan mati. 
Kemudian keluar dua orang wanita yang 
menggambarkan di dunia ini isinya dua 
hal, siang-malam, lelaki-perempuan dan 
lain-lain.

“Itulah falsafah hidup, tetapi belum 
tentu dalangnya tahu,” kata dalang 
yang sekarang tergolong papan atas, 
sejajar dengan dalang senior lain seperti 
Ki Anom Suroto.

Untuk membawa anak muda menyu-
kai wayang kulit, menurut dia, tidak 
usah dimulai mengenalkan  mengenai 
falsafah-falsafah dalam pagelaran 
wayang. Jika mereka lebih dulu diber-
ikan falsafah-falsafah tersebut, maka 
hanya akan memandang sebelah mata. 

“Yang penting senang dulu saja,” 
kata Manteb yang pernah mendalang 24 
jam pada tahun 2004.

Bambang Sadono

Ki Manteb Soedarsono mengingatkan para dalang, khususnya para dalang muda, 
jangan malas belajar dan berlatih. Sebagai kesenian, pementasan wayang harus 
selalu kreatif, dan itu tidak bisa di terwujud, kalau dalangnya malas berlatih.  

Dalang, Jangan 
Malas Berlatih

Ki Manteb Soedarsono

Untuk membawa anak muda menyukai 
wayang kulit, menurut dia, tidak usah 
dimulai mengenalkan  mengenai falsa-
fah-falsafah dalam pagelaran wayang. 
Jika mereka lebih dulu diberikan falsa-
fah-falsafah tersebut, maka hanya akan 

memandang sebelah mata. 

Edisi 002 Desember 2019



SENI & BUDAYA

11TABLOID JAWA TENGAHEdisi 002 Desember 2019

V
ideo wayang 
kulit dengan 
lakon Dasamu-

ka Lena tersebut 
dinyatakan  berhak 
sebagai penerima 
penghargaan utama 
Unesco Award pada 
7 November 2003, 
dengan menyisihkan 
138 negara lainnya. 
Pada 7 November 
2003 PBB melalui Un-
esco, lembaga dunia 
yang membidangi 
pendidikan, keilmuan, 
dan kebudayaan 
tersebut menetapkan 
wayang sebagai warisan 
budaya dunia.  Wayang dinyatakan 
sebagai sebagai karya agung budaya 
dunia non bendawi, atau Masterpiece 
of Oral and Intangible Heritage of 
Humanity.

Pada 21 April 2004, Ki Manteb 
mendapat kehormatan untuk me-
nerima piagam penghargaan dan 

menampilkan pagelaran 
wayang kulit secara langsung 

di Markas Unesco Paris. Ki 
Manteb mengulangi 
persis videonya, mem-
bawakan lakon yang 
sama yaitu Dasamuka 
Lena. Pentas tersebut 
dinilai menampilkan 

nilai filsafat yang 
tinggi, bukan sekadar 

hiburan. Tokoh Dasamuka 
yang tidak bisa mati adalah 
simbol hawa nafsu.Artinya 
hawa nafsu akan tetap ada 
selama manusia ada.

“Karena nilai lebih pada 
filsafat itulah, wayang Indone-

sia dimenangkan,” kata Manteb.

Menunggu 15 Tahun 
 Piagam penghargaan dari Unesco 

dibawa pulang oleh Ki Manteb dan 
diserahkan ke Sekretariat Negara. Ia 
meminta kepada pemerintah untuk 
segera menetapkan Hari Wayang 
Nasional serta mengumumkan kepada 

masyarakat bahwa wayang sudah 
dapat pengakuan dunia. Ia berharap 
7 November dijadikan Hari Wayang 
Nasional sesuai dengan tanggal pene-
tapan wayang sebagai warisan dunia.

“Wayang sudah diakui dunia, 
sekarang dalangnya mau ngapain?”  
tanya dalang  penerima penghargaan 
“Nikkei Asia Prize Award 2010” dalam 
bidang kebudayaan ini.  

Kemudian Ki Manteb gumregah 
memelopori, pada 4-5 September 2004 
bertepatan dengan Hari Radio Ke-59 
di halaman RRI Semarang, menggelar 
pertunjukan wayang 24 jam nonstop 
mementaskan cerita Bharatayudha, 
mulai dari lakon Kresna Duta sampai 
Duryudono Gugur.

“Saya hanya makan telur rebus dan 
minumnya es teh, di luar sudah ada 
ambulan dantiga3 dokter, ” katanya.

Setelah pagelaran berakhir, Muse-
um Rekor Indonesia(MURI) memberi-
kan penghargaan untuk pertunjukan 
wayang terlama yaitu selama 24 jam 
28 menit tanpa istirahat. Sepanjang 
pertunjukan, Ki Manteb memang 
tidak mengambil jeda istirahat. Shalat, 
makan, dan ganti baju dilakukan di 
depan kelir.

Setelah penantian selama 15 
tahun, akhirnya Hari Wayang Nasional 
di tetapkan oleh pemerintah Indone-
sia melalui Keputusan Presiden  yang 
ditandatangani Presiden Jokowi pada 
17 Desember 2018.  Hari Wayang Nasi-
onal diperingati setiap 7 November.

Menurut Ki Manteb, Hari Wayang 
Nasional merupakan pengingat bagi 
kita semua bahwa wayang  sudah 
diakui dunia dan harus di lestarikan. 

Sebagai penghargaan pada presi-

den, maka pada saat wayangan di Ista-
na Negara, 2 Agustus 2019, Ki Manteb 
menyerahkan tokoh wayang Kresna 
kepada Presiden Jokowi.  

Berdampak Besar
Untuk kalangan seniman wayang 

kulit, khususnya dalang, Hari Wayang 
Nasional mempunyai dampak yang be-
sar. Para dalang yang dulunya jarang 
pentas pada Hari Wayang Nasional 
ini, semua dalang ikut terlibat dalam 
wayangan.  Pada tanggal 7 November 
2019 di Karanganyar diselenggarakan 
pagelaran wayang kulit dengan 17 
dalang dan 2 kelir.

Pada perayaan Hari Wayang 
Nasional yang pertama bulan Novem-
ber 2019, Ki Manteb mementaskan 
pagelaran wayang di halaman RRI 
Semarang, dengan lakon “Wahyu 
Darma”. Sebelum pentas  Ki Manteb 
menyerahkan seperangkat beskap 
Jawa lengkap dengan blangkon, 
stagen dan jarik kepada Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah untuk dipajang 
di Museum Ronggowarsito Semarang.

Seperangkat beskap jawa tersebut 
terakhir kali dipakai Ki Manteb untuk 
pentas di Markas Unesco, saat wayang 
ditetapkan menjadi Warisan Budaya 
Dunia

“Niat saya menitipkan pakaian 
dalang ini di museum hanya sema-
ta-mata untuk menjadi pengingat 
bahwa wayang telah diakui sebagai 
warisan dunia dan bisa menjadi 
kenang-kenangan bagi anak cucunya 
kelak,” kata puetra  Ki Hardjo Brahim 
almarhum yang juga seorang dalang.

Salahudin Surya Amin

Hari Wayang Nasional, 
Menunggu 15 Tahun

yang diselenggarakan Tabloid Jawa 
Tengah bekerjasama dengan pnitia HUT 
ke 55 Partai Golkar Jawa November lalu.

Untuk mendukung langkah itu, kebi-
jakan awal yang dilakukan pada periode 
pertama kepemimpinanya di Karanganyar 
salah satunya menggenjot kualitas SDM 
yang dilakukan dengan membebaskan 
biaya pendidikan hingga SMA. 

“Kalau rakyat sudah tidak lagi 
berpikir tentang biaya pendidikan maka 
mereka akan bisa fokus bekerja, dan lebih 
produktif, dan memeproleh penghasilan. 
Dengan penghasilan akan meningkatkan 
daya beli. Daya beli menumbuhanpertum-
buhan,” katanya.

Investasi Tidak Mudah
Menurut Ketua DPD Partai Golkar 

Karanganyar itu, memang tidak mudah 
untuk mengundang investor. Tidak cukup 
hanya kampanye, agar para investor 
datang. Tetapi berbagai kebutuhan inves-
tor harus . Kemudahan harus diberikan. 
Misalnya hambatan yang paling banyak 

dari kebutuhan lahan. Rata-rata jika ada 
investor akan mendirikan pabrik, biasanya 
menggusur lahan pertanian. 

Pada hal tanah yang ditawarkan ke 
investor itu milik rakyat, bukan milik 
pemerintah. Begitu investor datang pasti 
rakyat ingin tanahnya dibeli mahal. Kalau 
tidak terjadi kecocokan harga, maka 
calon investor itu akan pergi dan tidak 
jadi berinvestasi .

“Berbeda dengan di negara lain, yang 
ditawarkan adalah tanah negara, jadi leb-
ih mudah. Bahkan bisa diberikan secara 
gratis, “ katanya.

Kebebasan kepala daerah untuk 
berkerasi dalam menumbuhkan ekonomi, 
juga dipersulit dengan kemunduran 
semangat otonomi daerah. Dikatakan, 
sebagaimana menurut  UU No. 32 tahun 
2014, pengertian otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, serta kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri berbagai hal terkait pemerintahan 
dan kepentingan masyarakatnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
Namun pada prakteknya tandas 

Juliyatmono Otonomi Daerah itu sudah 
tidak ada. Karena wewenang daerah itu 
sekarang sudah tidak ada, lantaran semua 
sudah ditarik ke pusat. 

“Bupati sekarang ibaratnya seperti 
seorang tukang yang diberi upah oleh pu-
sat, upah itu sudah dipastikan,” katanya. 

Harus Diapresiasi
Bantuan keuangan pusat untuk 

daerah itu diberikan dalam bentuk DAU 
(Dana Alokasi Umum) yang jumlah dan 
penggunaanya sudah ditentukan. Sehing-
ga menjadi kepala daerah hanya seperti 
tukang saja yang diberi upah. Kondisi 
ini yang menyebabkan jabatan bupati 
kedepan bakal menjadi tak menarik lagi , 
kalau tidak ada perubahan.

“Saya mengusulkan agar DPR dan 
pemerintah meninjau kembali penerapan 
otonomi daerah,” tambahnya.

Kepala daerah yang statemennya 
pernah viral dengan usulannya untuk 

membentuk provinsi Solo Raya sebagai 
pemekaran Jawa Tengah itu juga menga-
takan memimimpin kabupaten lebih  

Sementara terkait dengan peran strat-
egis kabupaten/ kota sebagai penopang 
pertumbuhan ekonomi Jateng tujuh 
persen, Bupati yang diusung partai Golkar 
itu mengusulkan pemerintah pusat dan 
provinsi memberi apresiasi pada daerah 
yang berhasil tumbuh tujuh persen.

“Jadi daerah tidak hanya dipacu saja 
untuk bisa mencapai pertumbuhan 7 pers-
en, tapi juga dapat apresiasi apa kalau 
berhasil mencapai angka itu “ ucapnya.

Bagi Karanganyar bermodal angka 
pertumbuhan yang sekarang hampir 
6 persen, untuk mencapai 7 persen 
Juliyatmono dirasa tidak sulit.  Dengan 
bermodalkan tata kelola pemerintahan 
yang baik serta kreativitas masyarakat 
yang tinggi  dibidang ekonomi menjadi 
Karanganyar telah membuktikan menjadi 
daerah tertinggi pertumbuhan ekonomin-
ya di Jawa Tengah.  

Bambang Sartono

SDM BERKUALITAS dari hal 1

Berawal dari dari gagasan Persatuan Pedalangan Indone-
sia (Pepadi), yang pada tahun 2003 meminta dalang Ki 
Manteb Sudarsono mewakili Indonesia, dalam seleksi yang 
dilakukan Unesco, lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa 
(PBB) yang akan memberikan penghargaan master piece 
untuk berbagai produk kebudayaan dari beberapa negara. 
Ki Manteb diminta mengirimkan rekaman video pertunjukan 
wayang kulit dengan durasi 3 menit 2 detik.




